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asuransi kesehatan dan perusahaan farmasi).

3) Keterbukaan informasi. Memang pada prinsip-
nva dokter adalah yang menyimpan rekam
medis, tetapi isinya adalah milik pasien, tetapi
dalam praktiknya pasien sulit sekali men-
dapatkan rekam medis dari pihak pelayanan
kesehatan dengan berbagai alasan. Upaya ini
patut dilakukan agar masyarakat pengguna jasa
pelayanan kesehatan dapat mengerti dan
mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan
pelayanan kesehatan.

4) "Role model’. Perlu adanya upaya-upaya yang
maksimal terutama bagi pihak profesional di
bidang pelayanan kesehatan untuk memberikan
contoh yang baik dengan menjaga "attitude”
terutama dari para dokter. Untuk itu, peningkatan
pemahaman tentang etika kedokteran sangat
diperlukan. Kurikulum etik kedokteran diarahkan
untuk mengubah perilaku calon dokter, bukan
hanya mengetahui dan memahami etik
kedokteran. Kecuali apabila dari awal seleksi
memasuki fakultas kedokteran telah dilakukan
tes integritas bagi setiap calon mahasiswa
kedokteran.

5) Sistem manajemen mutu yang seragam
antarinstitusi pelayanan kesehatan. Hal ini
diupayakan agar adanya kesamaan cara
pandang mengenai bagaimana prosedur dan
tata cara penanganan pelayanan medis sampai
dengan pengadaan barang dan jasa yang
kadang sensitif atau rawan korupsi.

6) Adanya keterbukaan antara institusi pelayanan
kesehatan, dokter, dan perusahaan farmasi
berkaitan dengan pengadaan cbat-obatan yang
akan digunakan atau diberikan kepada pasien.
Paling tidak pasien mengerti obat yang dipakai-
nya berdasarkan informasi yang solid baik dari
dokter, pihak institusi pelayanan kesehatan,
maupun dari perusahaan farmasi dengan cara-
cara yang wajar dan informatif dan bukan dengan
slogan maupun promosi berlebihan.

Dalam upaya pencegahan teringat pengantar Prof.
Selo Sumardjan dalam buku edisi bahasa Indonesia
dari Robert Klitgard® dengan judul Membasmi Korupsi
sebagai berikut; "bagi saya korupsi adalah suatu
penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan
masyarakat seperti penyakit kanker yang setapak
demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Tak
ada orang yang beranggapan bahwa penyakit kanker
itu merupakan organisme tubuh manusia. Para ahli
kesehatan dan kedokteran diseluruh dunia pun tak
ada hentinya mencari obat serta cara melawan
kanker, namun usaha mereka sampai sekarang

belum berhasil tuntas. Namun usaha itu tidak
dihentikan.” Demikian juga korupsi.

PENUTUP

Ada hal-hal yang perlu dihindari oleh para
profesional medis yaitu terjebak dalam situasi yang
menyebabkan kepentingan pasien menjadi
terabaikan bahkan kadang-kadang lebih
mengedepankan aspek komersial dan materi. Dokter
haruslah bekerja berdasarkan standar profesi
kedokteran. Oleh karena itu, di satu sisi dokter dalam
melaksanakan profesinya bertanggung jawab
terhadap ketentuan etik profesi atau Kode Etik
Kedokteran Indonesia (KODEKI).' Di sisi lain, dokter
juga bertanggung jawab terhadap ketentuan hukum
yang berlaku, baik perdata, hukum administrasi,
maupun hukum pidana termasuk hukum
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dokter pun juga dapat melakukan tindakan tidak
terpuji seperti contoh-contoh kasus korupsi di atas
dan berisiko untuk dipenjara. Tetapi dokter pun juga
bisa melakukan perbuatan terpuji dengan tidak
melakukan tindak pidana korupsi, bahkan dapat
melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, baik
yang akan dilakukan sendiri, keluarga sendiri, atau
orang lain.

Pembekalan mental spiritual adalah kunci
utama dalam memerangi korupsi di samping
perbaikan atas sistem pelayanan. Bekal iman harus
selalu lebih mengemuka , karena seorang dokter
yang telah merasa cukup hidupnya , asalkan tingkat
keimanan memadai, tidak akan terlalu mudah
menerima tawaran suap. '
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